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KOMISI PEMILIHAN U
KABU PATEI{ KE PUTAUAN S ELAYAR

Jl. Jend. Ahmod Yoni No. l2 Benleng Kode Pos 92812
Telp / Fox (0414) 21031

XTPUTUSAII SEIIRETARIS KOuISI PF.UILIHAT I'UUU
KABI'PATET I(TPUL/TUAT SEI"AYAR

NOMOR : O9 / HK. O 3.2 -Kpt / 7 3O I / Sek -r<ab / t I 2O2o

TETTAITG
PETEIAPAT OPERATOR SIS,?il IilNORTASI RETC}/TTA I'[T'T

PEIIGAITAAtr ISIRI,P' DAtr LAyArAt pErcArrAAr SECAnA ELETTROTm
(LPgEl LTTGKITP SETTREIATAT KOmSI prtILIIIArf IrXIrf KABTIPATETI

TTPUI"AUAIT SEI"AYAR TAIIT'T 2{J,2A

SEKRETARIS KOUISI PEUILIIIAIT T'UUU KABIIPATET KEPT'I*AUAN SEI.AYAN,

tenlmbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal l8 dan

Pasal 22 Perahrran Presiden Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam mewujudkan Pengadaan BaranglJasa

Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan,

bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

sarrgat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang

terjangkau dan berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimalcsud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka

dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Kep-ulauan

Selayar tentang Penetapan Operator Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Linglrup

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar Tatrun 2O2O;

Meagingat Undang-undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Irmbaran Negara Nomor 42861;
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O10 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah ( kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ([rmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tell:un 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2Ol2

tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun

2075;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Ta}run

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 20OB tentang

Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun

2OlO tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun 2O08 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

20O8, dan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor

37 Tahun 2OO8;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2013 tentang Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa

Komisi Pemilihan Umum;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyele nggaraan Pemilihan Umum

1. Keputusan Sekretaris Jendera,l KPU Nomor

459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, tar,gal 5 Juli 2017

tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran / Barang pada Satuan Kerja Kantor

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Tahun Anggaran 2O2O Nomor SP DIPA-

07 6.0 1.2.659 l4O I 2O2O tanggal 1 2 November 20 1 9 ;

Memerhatikan

3.Surat . . .
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Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2020 Nomor

1 1 /KU.03.2-SD I 02 I SJ I I I 2O2O, Perihal Penunjukan

Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran lBarang
Tahun Anggaran2O2O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRE"TARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA

UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE) LINGKUP SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN

SELAYAR TAHUN 2O2O

Menunjuk dan Menetapkan saudara PADARUDDIN,

Jabatan Staf Honorer Subbag Keuangan, Umum dan

Logisttk Sekretariat Komisi Pemilihaa Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Operator Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lingkup Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2020.

T\rgas dan Tanggungiawab Operator Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layalan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yaitu :

1. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan

termasuk Perubahannya. Entri data dimaksud

dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang

disediakan ooleh Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;

dan

2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui

Portal LPSE, Website KPU Kabupaten Kepulauan

Selayar, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA. . .

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungiawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 1O Januari 2020

SEXRETARIS KOMISI PEMILIIIAN UMUM
TABUPATEII KEPUL/TUAN SEI,/\YAR,

ASMAR SUGIANTO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMIIM
KEPULAUAN SELAYAR

Hukum

A ALANGNUR

KEEMPAT

Y
I
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